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Lampiran 2 Pedoman Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Biodata Informan: 

Nama  : 

Umur  : 

Jabatan : 

Pertanyaan Penelitian 

1. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bengkulu 

dalam Pemilu 2024?  

2. Bagaimana mekanisme kerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan 

selama tahapan Pemilu berlangsung?  

3. Metode apa yang digunakan Bawaslu untuk mencegah pelanggaran Pemilu 

2024?  

4. Bagaimana Bawaslu menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran 

selama proses Pemilu? 

5. Bagaimana masyarakat atau pemantau independen berkontribusi pada tugas 

pengawasan Bawaslu?  

6. Apa masalah yang paling sering dihadapi oleh Bawaslu Kota Bengkulu 

selama mengawasi Pemilu 2024?  

7. Apakah terdapat kendala dalam hal sumber daya manusia (SDM), seperti 

jumlah personel atau kapasitas petugas pengawas?  

8. Bagaimana kondisi anggaran atau pendanaan memengaruhi pelaksanaan 

tugas pengawasan Bawaslu? 

9. Apakah sulit untuk mencapai area tertentu atau wilayah pengawasan yang 

luas?  

10. Bagaimana Bawaslu menangani tantangan administratif atau teknis selama 

pengawasan?  

11. Apakah ada intervensi atau tekanan politik yang dirasakan selama 

melaksanakan tugas pengawasan?  



 

 

 

12. Bagaimana tanggapan publik terhadap tindakan pengawasan yang 

dilakukan oleh Bawaslu? Apakah ada masalah dengan partisipasi publik? 

Dan Bagaimana Bawaslu mengatasi hambatan-hambatan tersebut? 

 

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


